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ABSTRACT 
This study aimed to analyze the effect of the size of local government, the number of 
SKPD, the life of the local government, and the audit findings on the level of Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) (Empirical Study LKPD Regency / City in Central Java province 
Years 2012-2014). The population in this study were 35 districts / cities in Central Java province. 
The sampling technique used by the researchers is purposive sampling. This research uses a 
quantitative approach. The analysis used logistic regression analysis. The results of this study 
indicate that the variable size of the local government, the number of SKPD, and the life of local 
government influence on the level of disclosure LKPD. While the audit findings to the variable 
does not affect the disclosure LKPD. 
Keywords: Local Government Size, Number of SKPD, Age Local government, Audit Findings, 
And Level Disclosure LKPD. 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, jumlah 
SKPD, umur pemerintah daerah, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah (LKPD) (Studi Empiris LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2012-2014). Populasi dalam penelitian ini adalah 35 daerah kabupaten/kota di 
provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD, dan umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan LKPD. Sedangakan untuk variabel temuan audit tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan LKPD. 
Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, Umur Pemerintah Daearh, Temuan 






Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 
serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
yang berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara menjelaskan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi 
Neraca, Laporan Realisasi APBN/ APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan  
Keuangan (CaLK). 
Menurut (Suhardjanto dan Yulianingtyas 2011) Ukuran organisasi menunjukkan seberapa 
besar suatu organisasi tersebut. Organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan 
ketentuan dari pada organisasi kecil. 
Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang 
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Dalam definisi tersebut, yang 
dimaksud entitas akuntansi adalah SKPD. 
Menurut Mandasari (2009) umur pemerintah daerah dapat diartikan seberapa lama daerah 
tersebut telah ada. Hammami (2009) dalam Syafitri (2013) menyatakan bahwa organisasi yang 
telah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi 
dalam laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dibandingkan dengan organisasi 
yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki ”track record” 
sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan. 
Menurut Hilmi (2010) jumlah temuan tidak berpengaruh siginifikan terhadap tingkat 
pengungkapan LKPD. Jumlah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mendorong 
pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih besar. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakuakan oleh Ghaniyyu dan 
Amir (2015) yang menunjukkan bahwa secara parsial variable umur pemerintah daerah 
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 
Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini berjudul “pengaruh ukuran daerah, 
jumlah skpd, umur pemerintah daerah, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan lkpd 
pada kabupaten/ kota di provinsi jawa tengah tahun 2012-2014”. 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 
2.1 Laporan Keuangan Pemerinta Daerah 
Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah: “Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan 
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keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, 
laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara (seperti misalnya 
sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul 
dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 
2.2 Ukuran Pemerintah Daerah 
 Ghaniyyu Amir (2015) Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah 
organisasi secara signifikan mempengaruhi struktur organisasi. Organisasi-organisasi besar lebih 
cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Provinsi, Kabupaten 
atau Kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola 
asetnya.  
H1: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD 
2.3 Jumlah SKPD 
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang. Sedangkan menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
Dan Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah 
yang bertanggung jawab kepada gubernur/ bupati/ walikota dalam rangka penyelengaraan 
pemerintah yang terdiri dari sekertaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, 
kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. 
H2: Jumlah SKPD berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD 
2.4 Umur Pemerintah Daerah 
Pemerintah daerah yang memiliki umur yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan 
memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini disebabkan karena laporan 
keuangan tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaaan Keuangan 
(BPK) dan hasil evaluasinya akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya (Setyaningrum, 2012). 
H3: Umur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD 
2.5 Temuan Audit 
Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan 
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang 
telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan 
(Mulyadi, 2002). Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam 
laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap 
ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Penelitian Liestiani (2012), menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan 
signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota. 
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H4: Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. 
3. METODE PENELITIAN  
Populasi dan Sampel 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 35 daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi 
Jawa Tengah dari tahun 2012-2014 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, 
yakni pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” (judgment) peneliti mengenai siapa-siapa 
saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Kriteria yang digunakan 
dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah:  
(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa 
Tengah periode 2012-2014 yang telah diaudit oleh BPK.  
(2)  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut memiliki data yang lengkap dan 
diperlukan dalam proses penelitian, yaitu:  
a. Menyediakan data berupa komponen utama laporan keuangan Pemerintah 
Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan.  
b.  Laporan keuangan masih mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II. 
Jenis dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 
dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang diperoleh dari situs www.bpk.go.id. 
Metode Analisis Data 





    
 = α + β1 UKPD + β2 J + β3 UPD + β4 TA+ e 
Simbol Keterangan : 
Ln 
  
    
 = Tingkat Pengungkapan LKPD (variable dummy, Skor 1 diberikan pada 
tiap item pengungkapan yang diungkapkan dalam LKPD dan skor 0 
untuk item pengungkapan yang tidak terdapat dalam LKPD) 
UKPD  = Ukuran Pemerintah Daerah 
J   = Jumlah SKPD 
UPD  = Umur Pemerintah Daerah 
TA   = Temuan Audit 
α   = Konstan 
β   = Koefisien regresi 
e   = Kesalahan Residual 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah 35 LKPD  kabupaten/ kota di provinsi Jawa 
Tengah. Berdasarkan Kriteria yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel dari penelitian 






Penentuan Jumlah Sampel 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
TP 79 0 1 0.68 0.468 
UKPD 79 12 34 17.61 6.748 
J 79 34 179 76.37 30.647 
UPD 79 46 1112 286.94 265.664 
TA 79 1 16 6.91 4.521 
Valid N (listwise) 79     
Sumber : Data diolah, 2016. 
Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa variabel tingkat pengungkapan LKPD memiliki 
nilai mean sebesar 0,68 nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar 0 dan nilai standar 
devisiasi sebesar 0,468. Hal ini berarti bahwa tingkat pengungkapan LKPD yaitu sebesar 68%. 
Variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai mean sebesar 17,61, nilai maksimum sebesar 
34, nilai minimum sebesar 12 dan nilai standar devisiasi sebesar 6,748. Hali ini menunjukkan 
bahwa secara keseluruhan kabupaten/ kota yang ada di provinsi Jawa Tengan total asset 17,61%, 
dari APBD. Variabel Jumlah SKPD memiliki nilai mean sebesar 76,37, nilai maksimum sebesar 
179, nilai minimum sebesar 34 dan nilai standar devisiasi sebesar 30,67. Hal ini berarti bahwa 
jumlah SKPD setiap kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah  tergolong banyak. Variabel Umur 




Jumlah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 35 
Tahun penelitian 3 
Jumlah  Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian  105 
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2014 
yang belum diaudit oleh BPK.  
2. Tidak menyediakan data berupa komponen utama laporan keuangan 
Pemerintah Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.  











Perusahaan Sampel  79 
6 
 
minimum sebesar 46 dan nilai standar devisiasi sebesar 265,664. Hal ini berarti bahwa sebagian 
besar kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengan memiliki rata-rata usia 265.664 tahun dari tahun 
pengesahannya . Variabel Temuan Audit memiliki nilai mean sebesar 6,91, nilai maksimum 
sebesar 16, nilai minimum sebesar 1 dan nilai standar devisiasi sebesar 4,521. Hal ini berarti 
bahwa secara keseluruhan dalam proses audit kabupaten/ kota provinsi Jawa Tengak  banyak 
ditemukan temuan-temuan audit.  
Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (sig.) dalam tabel 
variabel in the equation dengan α = 5%, jika nilai signifikan < α = 5% maka hipotesis nol (Ho) 
ditolak dan hipotesis alternatif dapat diterima (Ha), sebaliknya jika nilai signifikansi > α = 5% 
maka hipotesis no (Ho) diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hasil uji hipotesis dapat dilihat 
pada tabel 4.7. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Hipotesis 
Variables in the Equation 
  
B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 





UKPD -0.005 0.039 0.015 1 0.004 0.995 0.922 1.074 
J 0.353 0.726 0.236 1 0.027 1.423 0.343 5.899 
UPD -0.109 0.303 0.129 1 0.020 0.897 0.496 1.623 
TA 0.020 0.058 0.120 1 0.729 1.020 0.911 1.142 
Constant -0.209 3.426 0.004 1 0.951 0.812   
Sumber : Data diolah 2016 
 




    
 = -0,209 - 0,005 UKPD + 0,353 J - 0,109 UPD + 0,020 TA + e 
Variabel konstanta mempunyai nilai koefisien negatif sebesar -0,209 yang artinya apabila 
variabel lain diasumsikan tetap maka tingkat pengungkapan LKPD menurun, sebaliknya apabila 
variable konstanta mempunyai nilai koefisien positif maka tingkat pengungkapan LKPDnya 
semakin tinggi. 
Variabel Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai nilai koefisien -0,005 yang artinya 
semakin besar ukuran pemerintah daerah maka tingkat pengungkapan LKPD semakin rendah, 
sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai koefisien positif berarti semakin 
besar pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPDnya. 
Variabel Jumlah SKPD mempunyai nilai koefisien 0,353, artinya semakin tinggi jumlah 
SKPD maka semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPDnya, sebaliknya apabila jumlah SKPD 
mempunyai nilai koefisien negatif berarti semakin tinggi jumlah SKPD maka semakin rendah 
tingkat pengungkapan LKPDnya. 
Variabel Umur Pemerintah Daerah mempunyai nilai koefisien -0.109 artinya semakin 
tinggi umur suatu darah maka semakin rendah tingkat pengungkapan LKPDnya, sebalknya 
apabila umur pemerintah daerah mempunyai nilai koefisien positif berarti semakin tinggi umur 
suatu darah maka semakin tinggi tingkat pengungkapan LKPDnya.  
Variabel Temuan Audit mempunyai nilai koefisien 0,020 yang artinya semakin banyak 
temuan auditor saat proses audit laporan keuangan maka semakin tinggi pula tingkat 
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pengungkapan LKPDnya, sebaliknya apabila temuan audit mempunyai nilai koefisien negatif 




Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penulis dapat mengambil kesimpulan. 
Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil ini 
ditunjukan dengan nilai signifikan 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 Oleh karena itu, H1 diterima. 
Jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil ini ditunjukan dengan 
nilai signifikan sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H2 diterima. Umur 
pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Hasil ini ditunjukan dengan nilai 
signifikan sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H3 diterima. Temuan audit 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Hasil ini ditunjukan dengan nilai signifikan 
sebesar 0,729 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H4 ditolak. 
Keterbatasan 
1. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 
sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir.  
2. Pada penelitian ini hanya terdapat 4 variabel yaitu ukura pemerintah daerah, jumlah SKPD, 
umur pemerintah daerah, dan temuan audit tidak menggunakan variabel lain yang 
mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sehingga hasil penelitian 
masih kurang memiliki kontribusi yang luas. 
Saran 
1. Untuk penelitian berikutnya disarankan peneliti memperluas jumlah sampel. 
2. Penelitian selanjutnya dengan tema sama disarankan untuk menambah variabel lain yang 
memiliki kontribusi yang besar terhadap tingkat pengungkapan LKPD, supaya memberikan 
hasil yang lebih relevan. 
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